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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengungkap dinamika psikologi resistensi individu pada masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan penetapan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses resistensi yang terjadi pada individu dalam masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan penetapan TNGM. Partisipan penelitian adalah masyarakat lereng selatan Gunung Merapi, berjumlah enam orang yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara semi terstruktur. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan melakukan kategorisasi dan interpretasi atas jawaban partisipan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat proses dinamika individu pada masyarakat lereng Gunung Merapi yang di dalamnya terdapat tiga konsep yang mendasari resistensi, yaitu kualitas, motivasi dan hasil resistensi yang menghasilkan bentuk resistensi yang berbeda-beda pada partisipan.
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Pendahuluan

Gunung Merapi merupakan tempat atau wadah penyangga hutan yang sangat menentukan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi kedua wilayah Propinsi (Jawa Tengah dan DIY) yang mempunyai ketergantungan besar (Kuspriyadi, 2004).
Kabupaten Sleman merupakan kawasan penyangga atau hulu dari kota Yogyakarta yang semula memiliki hutan cukup banyak sekarang berubah menjadi pemukiman yang sangat tidak tertata dengan baik. Sungai-sungai yang ada di Yogyakarta terancam mengalami kekeringan apabila kawasan hutan di sebelah utara kota Yogyakarta hilang. Hampir seluruh sungai yang terdapat di Yogyakarta mengalir dari Utara yaitu sebagai daerah tangkapan air hujan (water catment area) (Sambodo, 2005).

Seiring dengan itu, timbulnya kegiatan pada kawasan hutan seperti perambahan hutan, penebangan liar, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), berladang berpindah, dan  sebagainya yang akan mengancam kelestarian sumber daya hutan memperkuat landasan dalam mendorong upaya-upaya pengamanan hutan dan lingkungan oleh pemerintah dan negara (Awang 2005).

Dengan pemikiran bahwa kawasan Merapi mengandung nilai-nilai konservasi maka adalah wajar kalau kawasan ini direncanakan diubah statusnya menjadi berbentuk Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) (Kuspriyadi, 2004)

Berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT/II/2004, kawasan Gunung Merapi ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional. SK tersebut mengatur tentang “Perubahan fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung Merapi seluas  kurang lebih 6.410 hektar, yang terletak di kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten (Propinsi Jawa Tengah), dan Sleman (Propinsi DIY) menjadi Taman Nasional Gunung Merapi” (Buletin Malimpa, 2005). 

Sementara, masyarakat lokal sudah bertahun-tahun hidup di dalam kawasan hutan dan sudah menggantungkan hidupnya dari sumber daya hasil hutan sekitarnya. Sedangkan Taman Nasional sendiri sampai sekarang kurang memperhatikan persoalan sosial budaya karena menurut undang-undang konservasi warga setempat yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional harus dipindahkan (Awang, 2004).

Permasalahan utama dalam kawasan hutan salah satunya adalahperlawanan dan konflik masyarakat lokal sekitar kawasan hutan dengan pemerintah sebagai akibat dari ketidakadilan diterima masyarakat lokal tentang manfaat hutan yang dikelola dengan sistem Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun HPH oleh swasta (Awang, 2004).

 Kasus-kasus yang terjadi pada Taman Nasional lainnya di Indonesia juga berujung pada konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah diantaranya adalah TN WAKATOBI di Sulawesi Tenggara berakibat pada peminggiran dan pemindahan pemukiman nelayan-nelayan (Rembug, 2004), konflik masyarakat dengan pihak petugas di kawasan TN Bukit Tiga Puluh, Riau (Kompas, 2003), dan sebagainya.

Pengalaman kejadian sebagai dampak buruk yang terjadi pada Taman Nasional lainnya tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang semakin hari dirasakan oleh masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Merapi dalam menanggapi penetapan TNGM.

Penolakan terhadap penetapan TNGM disampaikan oleh sejumlah kepala dusun dari sekitar lereng Gunung Merapi. Pengelolaan kawasan Gunung Merapi dengan sistem Taman Nasional hanya akan menghambat akses masyarakat dengan hutan yang biasanya masyarakat mencari rumput di kawasan hutan Gunung Merapi (Kompas, 2004).

Berdasarkan pengamatan langsung penulis, resistensi dari sejumlah tokoh masyarakat lokal Merapi juga disampaikan pada “Diskusi Publik Lingkungan Hidup” yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Wangsa Manggala pada tanggal 5 Juni 2004 di Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM yaitu adanya anggapan tidak transparasinya dan sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai rencana pembangunan TNGM.

Upaya penolakan lewat jalur hukum juga dilakukan warga dari Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompas, 10 Juni 2004). 

Berdasarkan pengamatan dan partisipasi peneliti, sikap masyarakat lereng Gunung Merapi dalam menanggapi penetapan TNGM juga terjadi dalam bentuk aksi massa. Salah satunya aksi massa turun ke jalan yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2004 di sepanjang jalan Malioboro, gedung DPRD DIY dan komplek gedung Gubernur DIY Kepatihan Yogyakarta. 

Kelompok tani dan sejumlah masyarakat dari Kabupaten Sleman, Klaten dan Boyolali juga menyatakan penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi yang disampaikan pada musyawarah dan aksi protes di Dusun Deles (Kompas, 2004).

Telah banyak kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, baik dengan status taman nasional, cagar alam, hutan lindung, Taman Hutan Rakyat (THR) Taman Wisata Alam (TWA), dan Cagar Biosver. Namun fakta di lapangan sangat berbeda dengan aturan dan konsep yang dibuat (Awang, 2004).

Dari uraian mengenai fakta dan sikap masyarakat lereng Gunung Merapi tersebut, terdapat resistensi dari masyarakat lokal sekitar lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan terhadap kebijakan Menteri Kehutanan SK No. 134/MENHUT/II/2004. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika resistensi masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan penetapan TNGM?

Tinjauan Pustaka

Resistensi

Dalam Kamus Psikologi (Chaplin, 1981), resistensi (resistance) didefinisikan sebagai aksi tubuh menentang suatu kekuatan. Aksi di sini diartikan sebagai suatu usaha perlawanan dan pertahanan; oposisi sosial atau negativisme dalam mereaksi terhadap perintah, peraturan, kebijakan politik, dan sebagainya.

Knowles dan Linn (2004) menambahkan perlawanan dalam psikologi didefinisikan dalam beberapa konsep, yaitu perlawanan sebagai suatu proses, suatu motivasi, dan suatu kualitas dari sikap atau perilaku orang, namun konsep umum perlawanan didefinisikan sebagai suatu hasil dari suatu usaha pengubahan sikap dari suatu pendekatan

Menurut Tarrow (Klandermans, 2005), dijelaskan bahwa gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa.

Gamson (Klandermans, 2005) menyebutkan aspek yang terkandung dalam gerakan sosial dalam istilah komponen kerangka aksi kolektif, yaitu: (1) Rasa ketidakadilan, (2) Identititas, dan (3) Agensi

Dalam Theori about resistance (www.changingminds.org/resistance change) dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek dari resistensi, yaitu: keyakinan, nilai, sasaran atau tujuan, persepsi, potensi atau motivasi, dan pemicu atau motif.
Knowles dan Linn (2004) menyebutkan ada 4 bentuk resistensi atau perlawanan yang termanifestasi dalam bentuk sikap, yaitu : (1) Reactance, merupakan perlawanan yang dilakukan secara spontan;  (2) Distrust, yaitu sikap selektif dan hati-hati terhadap informasi yang didasari perasaan curiga terhadap motif informasi sebagai akibat dari ketidakpercayaan. (3) Scrutiny, yaitu sikap perlawanan sebagai hasil dari usaha mempelajari dengan lebih teliti, detail, dan terfokus pada objek materi suatu perubahan. (4) Inertia, yaitu perlawanan yang bersifat lebih pasif dan terwujud dalam bentuk kelesuan. 

Taman Nasional Gunung Merapi

Berdasarkan Undang‑Undang No. 5 tahun 1990 (Kuspriyadi, 2004), dijelaskan bahwa "taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi".

Berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT/II/2004, kawasan Gunung Merapi ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional. SK tersebut mengatur tentang “Perubahan fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung Merapi seluas  kurang lebih 6.410 hektar” yang terletak di kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman Propinsi DIY (Kuspriyadi, 2004).

Tujuan pengelolaannya adalah perlindungan bagi sumber-sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan kabupaten dan kota-kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang (Kuspriyadi, 2004).
Kawasan TNGM terbagi dalam beberapa zona, yaitu (Kuspriyadi, 2004): (a) Zona khusus, (b) Zone inti 1, (c) Zone inti 2, (d) Zone rimba, (e) Zona Pemanfaatan WA (Wisata Alam), (f) Zona Pemanfaatan Pasir, (g) Zona Tanaman Rumput Bawah Tegakan, (h) Zona Budaya Labuhan Merapi, dan (i) Zona Rehabilitasi.
Kondisi masyarakat Merapi saat ini tingkat ketergantungan ekonomi atas sumber daya alam Merapi adalah tinggi, selain itu peluang kerja yang bisa dimasuki oleh kelompok masyarakat yang ada di kawasan rencana TNGM yang tinggal di sekitar kawasan tersebut juga sempit (Kuspriyadi, 2004).

Disisi lain, paradigma yang telah terbentuk di  masyarakat tentang Taman Nasional adalah bahwa Taman Nasional hanya akan memproduksi larangan-larangan ditengah masyarakat desa (Hartono, 1986).

Hasil analisa Hidayati (2006) menjelaskan bahwa perlawanan muncul karena masyarakat memandang dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran proyek dapat mengancam kepentingan masyarakat lokal.

Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan tinjauan teoritik, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dibuat secara berkesinambungan dan berurutan namun tidak kaku mengingat sasaran penelitian merupakan masyarakat pedesaan, yaitu “Bagaimana proses resistensi yang terjadi pada individu dalam masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan penetapan TNGM?”

Metode

Pembatasan istilah digunakan oleh peneliti untuk menyebutkan variabel penelitian. Proses resistensi pada dataran psikologis individu ini mengacu pada teori Gamson (Klandermans, 2005) yang di dalamnya terkandung komponen yang membentuk gerakan resistensi masyarakat lereng Gunung Merapi, yaitu; rasa ketidakadilan, identitas, dan agensi. Ketiga komponen ini diperinci lagi menjadi menjadi beberapa aspek (Theori about resistance;  www. changingminds.org/resistance change), yaitu keyakinan, nilai, sasaran atau tujuan, persepsi, potensi atau motivasi, dan pemicu atau motif sesuai dengan pemahaman artinya.

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian adalah enam orang warga masyarakat lereng selatan Gunung Merapi yang pernah terlibat dalam upaya penolakan tehadap kebijakan penetapan TNGM.

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang menggali entitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detil informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi (Tambunan, 2007). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksploratif, karena diharapkan dapat mengungkap hal-hal baru, mendeskripsikan serta memberikan makna terkait fenomena atau kasus yang diteliti.

Metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semi terstruktur.

Pembahasan 



Berdasarkan hasil analisis data, setelah adanya kondisi penyebab utama yaitu kebijakan penetapan TNGM, muncul upaya penyikapan kebijakan TNGM dari individu-individu dalam masyarakat lereng Gunung Merapi baik secara formal, terstruktur maupun tidak. Dalam hal ini, upaya penyikapan terhadap kebijakan TNGM yang terjadi sejak awal penetapan sampai  sekarang (penelitian ini dilakukan) merupakan suatu proses resistensi masyarakat yang di dalam prosesnya terdapat unsur-unsur pembentuknya, dasar pemikiran, dan faktor yang mempengaruhi individu pada masyarakat lereng Merapi melakukan proses resistensi. Proses ini kemudian termanifes dalam bentuk yang berbeda sesuai kekuatan komponen pembentuk dan hal-hal yang mempengaruhi selama keterlibatan.

Knowles dan Linn (2004)  menjelaskan bahwa perlawanan sebagai suatu proses merupakan integrasi dari mekanisme-mekanisme sikap individu dalam mencegah atau menolak pesan-pesan yang mempengaruhi, mengajak, atau membujuk berubahnya sikap dari individu. Mekanisme perlawanan ini tidak terjadi selalu sama pada setiap individu (Knowles dan Linn, 2004).

Pada awal proses, setelah adanya informasi dan konteks kebijakan penetapan TNGM yang diterima masyarakat, proses pertama adalah penilaian terhadap kebijakan TNGM yang dipahami sebagai suatu bentuk pendekatan dan perubahan status hak kewenangan pengelolaan hutan Merapi yang akan berdampak pada akses pemanfaatan hutan Merapi dan terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat sekitar hutan.

Terdapat tiga komponen yang terintegrasi di dalam proses penilaian terhadap kebijakan TNGM yang terjadi pada individu-individu di dalam masyarakat lereng Merapi, meliputi:

1. Rasa ketidakadilan, yaitu munculnya perasaan ketidakadilan yang sebagai hasil pembandingan kepentingan atau motif pada masyarakat lereng Merapi, yaitu : (a) motif kolektif, seperti : ketidakadilan pemanfaatan mata air, ketidakadilan akses masuk ke hutan untuk mencari rumput, mencari kayu bakar, dan sebagainya; (b) Motif pribadi seperti; ketidakadilan pada nasib wirausaha warga yang bergantung pada hutan Merapi, ketidakadilan pada beban biaya untuk masuk kawasan hutan. Sedangkan pada nilai hidup, seperti : ketidakadilan pada pelanggaran makna kearifan lokal dan nilai budaya masyarakat Merapi; pelarangan, pembatasan dan intervensi pemerintah terhadap bentuk upacara adat lokal Merapi.

2. Identitas, yaitu masyarakat mengidentitaskan dirinya sebagai pihak lawan terhadap pemerintah selaku pihak yang dianggap penyebab adanya dampak negatif kelak. Pemerintah dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab pada situasi ketidakpuasan dan yang tidak diinginkan masyarakat Merapi.

3. Agensi, yaitu seperangkat keyakinan sebagai kekuatan individu untuk bergerak menyikapi kebijakan TNGM, didasari oleh harapan, pengetahuan, pengalaman masa lalu dan motivasi bergerak pada individu. Individu yang menyikapi kebijakan TNGM ini dengan bentuk perlawanan adalah individu yang mempunyai keyakinan kuat.

Proses selanjutnya adalah terbentuknya kondisi afeksi dari individu berupa: terancamnya prinsip nilai hidup masyarakat lereng Merapi, terancamnya kepentingan masyarakat luas maupun kepentingan pribadi, dan tidak terancamnya kepentingan pribadi maupun keberadaan masyarakat sekitar TNGM kelak. Kondisi afeksi ini menjadi kualitas dari munculnya reaksi awal berupa sikap individu maupun aksi kolektif terhadap kebijakan TNGM.

Selama keterlibatan individu dalam mengikuti perkembangan implementasi dan realisasi TNGM, faktor yang mempengaruhi adalah ;

1. Insentif sosial, yaitu orang signifikan yang akan berpengaruh terhadap individu, yaitu kedekatan dengan pemerintah, LSM, maupun orang sekitarnya yang berpengaruh.

2. Pengaruh informasi baru mengenai perkembangan TNGM yang kemudian memberikan pemahaman lain pada individu tersebut.

Selanjutnya komitmen penyikapan terhadap kebijakan TNGM akan terbentuk pada diri individu yang merupakan hasil dari proses integrasi keterlibatan yang dipengaruhi  oleh pinsentif sosial dan pengaruh informasi baru. Proses tersebut merupakan pembentukan motivasi resistensi pada individu yang kemudian akan dipengaruhi kuat lemahnya agensi individu dalam mengambil tindakan.

Serangkaian tindakan yang di dalamnya didasari atas tujuan individu ini yang merupakan hasil resistensi yang termanifestasi dalam bentuk perilaku tampak. Tindakan ini terdiri dari tindakan konsisten dan pengunduran diri sebagai perwujudan dari komitmen individu.

Kesimpulan

Pada dataran penilaian dan pemahaman terhadap kebijakan TNGM individu terdominasi pada pemahaman yang negatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu masyarakat Merapi yang rentan masalah terhadap perubahan atau budaya baru yang masuk ke dalam tatanan sistem masyarakat, khususnya kebijakan dari pemerintah.

Asumsi-asumsi negatif pada masyarakat Merapi terhadap penerapan kebijakan TNGM adalah : kejelasan dari konsep TNGM yang kurang transparan, pihak pemerintah sebagai pengelola TNGM yang kurang berpihak terhadap masyarakat nantinya, serta dampak buruk yang akan ditimbulkan dari TNGM kelak.

Selain itu, masyarakat Merapi yang bertempat tinggal di sekitar hutan Merapi masih mempunyai ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam hutan Merapi baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya,  dan bahkan nilai moral masyarakat terhadap hutan Merapi.

Pada dataran tindakan individu sebagai bentuk resistensi masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap kebijakan TNGM sekarang terdapat tiga bentuk, yaitu; resistensi yang proaktif, resistensi pasif, dan penerimaan atau tidak peduli terhadap kebijakan TNGM. 
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